
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahJ, 
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun 
laporan keuangan pemerintah daerah; 

b. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan 
pemerintah daerah, perlu ditunjuk tenaga kerja 
informasi teknologi penyusun laporan keuangan dengan 
status dari Tenaga Harian Lepas; 

c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
tenaga kerja informasi teknologi sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, perlu diberikan honorarium yang 
besarannya diatur dengan Peraturan Bupati; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

I 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentaqg 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar1n 

::~:=g~i:~:~: Ini::::a :;mo;a::5:); 2004 tentaJg 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaw~b 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesfa 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nega a 
Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar8in 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Vang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 
Tahun 2016 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangap 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 
Tahun 2016 Nomor 1); 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 
Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 
Nomor 15); 

3. 
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:).() so s 1' BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN NOMOR . 
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KABUPATEN PURWAKARTA, 
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Ditetapkan di Purwakarta 
pad a tanggal T rebrlA Ctr; ~;;io 

J 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati itu dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. 

Pasal4 

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Pasal3 

Pasal2 

Besaran honorarium Tenaga Kerja Informasi TeknolAgi 
kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerin tah Daerih 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai 
tertinggi sebesar Rp.1.500.000,00 / orang/ triwulan. 

Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Ke ja 
Informasi Teknologi kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah diberikan sebagai uang lelah kegiatan. 

Pasal 1 
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